
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 

menetapkan pembayaran ganti rugi (dwangsom) dalam penyelesaian 

sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009  dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Peradilan Yurisdiksi. 

2. Penafsiran hukum  ketentuan Pasal 116(7) Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  mengacu pada 

penafsiran gramatikal. Deskripsi frasa atau bunyi kalimat. Dalam hal 

ini, ketentuan yang akan ditafsirkan oleh penciptanya terdapat dalam 

Pasal 116 ayat 7. 

B. Saran-Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan: 

1. DPR RI bersama Presiden diharapkan segera mengumumkan pasal-

pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya peraturan baru tentang 

ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan dasar. Membayar denda 

PTUN (dwangsom) agar dapat digunakan sebagai landasan hukum 

formal bagi hakim PTUN dan berperkara. 
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2. Pemerintah diharapkan mempercepat penyusunan Peraturan 

Pemerintah (Dwangsom) tentang Tata Cara Pembayaran Denda 

sebagai pedoman teknis pelaksanaan  Pasal 116(7) Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
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